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This article discusses the affairs of the conjugation government of the local government 
of West Lombok Regency related to the necessary essential services that are the 
authority of provincial and District government/city in the field of waste. The 
commitment of the local government of West Lombok Regency in the waste 
management in the new land in the form of regulation of West Lombok Regent Number 
6a year 2015 about the management of the cleaning/hygiene. So far, the instrument 
has not been able to accommodate the government's public affairs because of the growth 
of the population and industry that is so wide and impactful the volume of waste, and 
the management of waste that has not been standardized. The research aims to provide 
a normative and empirical base on better waste management. The research methods 
used are normative and empirical legal research. Material culture, as well as behavior 
and environment. In this study, we were founded that the behavior of society has not 
obeyed the rules so that the efforts of the law extension and socialization of the vital 
waste field regulations.  Attitudes are free of bowel movements, dispose of garbage out 
of place, burning waste to be the task of government with the community to minimize 
it. One of the programs is the environmental health community based on Total 
Sanitation (STBM). 
 




Artikel ini membahas tentang urusan pemerintahan konkuren dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat terkait urusan wajib pelayanan 
dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/ Kota di bidang persampahan. Komitmen pemerintah daerah 
kabupaten Lombok barat dalam pengelolaan sampah di wiliyahnya baru 
berupa Peraturan Bupati Lombok barat Nomor 6a Tahun 2015 Tentang 
Pengelolaan persampahan/ kebersihan. Sejauh ini instrument tersebut belum 
mampu mengakomodir urusan kongkuren pemerintah karna perkembangan 
penduduk dan industri yang begitu massif dan berdampak pada volume 
sampah, serta pengelolaan sampah yang belum terstandarisasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan dasar normatif dan empiris tentang pengelolaan 
sampah yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
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hukum normatif dan empiris. sosial budaya tadi, demikian pula dengan 
perilaku dan lingkungan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Perilaku 
masyarakat belum taat aturan sehingga upaya penyuluhan hukum dan 
sosialisasi peraturan bidang persampahan penting dilakukan.  Prilaku bebas 
buang air besar sembangan, buang sampah tidak pada tempatnya, 
pembakaran sampah menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk 
meminimalisir hal tersebut. Salah satu program adalah penyehatan 
lingkungan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 
 
Kata Kunci: Pengelolaan sampah, Pemerintah, Solusi 
 
PENDAHULUAN 
Dalam perkembangan di era globalisasi dan modernisasi yang 
dihadapi oleh Bangsa Indonesia memunculkan tantangan untuk 
meningkatkan kegiatan diberbagai sektor dan solusi dari permasalahan yang 
muncul dari setiap peningkatan sektor tersebut.  Peningkatan jumlah 
penduduk serta pertumbuhan sektor industri yang semakin pesat merupakan 
sebuah keuntungan bagi perkembangan Bangsa Indonesia. Namun 
peningkatan jumlah masyarakat dan industri tersebut juga menimbulkan 
beberapa persoalan, salah satunya peningkatan jumlah sampah yang 
dihasilkan. Apabila persoalan sampah tersebut tidak ditangani secara 
maksimal akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kumuh. Untuk itu 
Bangsa Indonesia harus menemukan solusi atas permasalahan sampah 
tersebut. Tindakan Pemerintah dalam memajukan ketertiban umum terutama 
dalam pengendalian dan pengelolaan sampah tersebut dapat dilihat dalam 
ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yaitu: 
1. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
2. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  
Permasalahan sampah tersebut harus ditemukan solusi penyelesaiannya 
oleh Pemerintah, dan untuk menyelenggarakan pengaturan sampah 
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diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang 
persampahan yaitu: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (disingkat UU No. 18 Tahun 2008). Lahirnya UU No. 18 
Tahun 2008 diharapkan mampu untuk menjadi solusi dari peningkatan 
volume, jenis dan karakteristik sampah. Materi muatan yang terdapat dalam 
UU No. 18 Tahun 2008 adalah metode dan teknik pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang 
sehat, bersih dan teratur. Untuk itu diperlukan sebuah tindakan yang 
komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara 
ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat 
mengubah perilaku masyarakat. 
Demikian halnya Kabupaten Lombok Barat dalam mengurus sendiri 
rumah tangganya termasuk melakukan pengendalian dan pengelolaan 
sampah telah membuat suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu 
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 6a Tahun 2015Tentang Pengelolaan 
persampahan/ kebersihan. Namun dengan perkembangan penduduk dan 
industri yang ada di Kabupaten Lombok Barat sehingga menyebabkan 
bertambahnya volume sampah yang terjadi saat ini, maka diperlukan suatu 
regulasi Peraturan Daerah bukannya Peraturan Bupati yang mampu 
mangakomodir perkembangan tersebut, sehingga lahirlah Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. 
Dari berbagai permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan sampah 
ini, terdapat dampak kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok 
Barat, seperti pencemaran udara akibat membakar sampah, terinfeksi 
penyakit akibat limbah industri dan rumah sakit, banyaknya tumpukan 
sampah yang tidak terkendali yang menjadi sarang dari berbagai penyakit 
dan lain sebagainya. Untuk itu penelitian ini diharapkan berguna untuk 
pengelolaan sampah yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan yang 
sehat, bersih dan bebas dari penyakit. Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: Apakah Peraturan 
Daerah Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah 
161 
Novita Listyaningrum, et.al/ Refleksi Pengelolaan Sampah... 
 




mampu mengatur pengelolaan sampah sehingga memberikan dampak 
kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Barat dan apa saja 
kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam 
pengelolaan persampahan dan bagaimana solusinya dalam menciptakan 
lingkungan sehat terhadap masyarakat. 
Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana 
dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru 
guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau 
hipotesa yang ada. 1  Guna mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, 
peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif 2  dan metode 
penelitian hukum empiris3 Adapun metode pendekatan yang dipergunakan 
dalam tulisan ini, tentunya akan mengacu pada jenis penelitian yang 
dipergunakan dalam menjawab permasalahan, yaitu: Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) yaitu suatu analisis dengan mengkaji peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang dilakukan 
dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang 
berkembang dalam ilmu hukum, yang kemudian melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan 
dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan prilaku nonyudisial 
(nonjudicial behavioral approach), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 
mengetahui prilaku masyarakat pada setiap peristiwa hukum yang secara 
bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota masyarakat tersebut 
dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan 
kebutuhan masyarakat tersebut. 4  Adapun analisis data dilakukan secara 
deskritif analitis.  
                                                             
1 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar grafika, 1991, Hal 13. 
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, Hal 13-14. 
3 Ibid Hal 15. 
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Adiya Bakti, 2004, Hal 166. 
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1. Refleksi Pengelolaan Sampah Terhadap Kesehatan berdasarkan Peraturan 
PerUndang-Undangan di Lombok Barat  
Undang-undang Dasar 1945 sebagai “grundnorm” pada Pasal 18 
ayat (5) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, “Pemerintah Daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang 
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Makna 
dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan 
kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan mengembangkan 
daerahnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki kewengan 
untuk mengatur pengelolaan sampah yang memiliki permasalahan 
kompleks, mulai dari masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah. 
Sampah adalah suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak 
dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi 
dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Sampah adalah sesuatu yang 
tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau suatu yang dibuang, 
yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. 
Sampah merupakan hail suatu kegiatan manusia yang dibuang karena 
udah tidak berguna. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, sampah 
akan menimbulkan berbagai permasalahan urgen karena akan 
menimbulkan penyakit serta pemukiman yang kumuh dan tidak layak 
huni.  
Sesuai Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 
2014-2019, visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat 
adalah terwujudnyamasyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Tujuan 
tersebut didasarkan padatujuan pembangunan kesehatan nasional. Profil 
Kesehatan merupakan produk Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 
yangdiharapkan dapat mencerminkan gambaran keadaan/situasi 
kesehatanmasyarakat di suatu wilayah berdasarkan indikator Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebagai produk 
Sistem Informasi Kesehatan, Profil Kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai 
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bahan dasar dalam menyusunperencanaan, mengontrol pelaksanaan 
kegiatan dan sebagai alat evaluasiapakah pembangunan kesehatan telah 
berjalan sesuai dengan rencana. Selainitu, Profil Kesehatan dapat juga 
dimanfaatkan sebagai informasi umum tentangkesehatan bagi instansi lain 
dan masyarakat. Oleh karena itu, informasi dalamProfil Kesehatan 
haruslah bersifat representatif, artinya dapat benar-benarmengambarkan 
kondisi dan situasi kesehatan yang sebenarnya. Hal inimengisyaratkan 
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan ProfilKesehatan 
yaitu pertama; data yang dikumpulkan harus benar-benar valid dandapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi di lapangan 
(evidencebased), kedua; penyusunan Profil Kesehatan harus tepat waktu 
agar dapatdijadikan landasan bagi penyusunan perencanaan dan evaluasi 
kegiatan, ketiga; meningkatkan kualitas data pada setiap level pelayanan 
kesehatan maupuninstansi di luar kesehatan, keempat; cara penyajian dan 
jenis data yangdisajikan harus disesuaikan dengan kebutuhan. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka kualitas data dan informasi 
kesehatanmenjadi sangat prioritas dalam mendukung kebijakan 
pembangunan kesehatanseperti dalam menetapkan Rencana Strategis 
maupun dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang seharusnya dapat 
menyajikan data yang akurat danberkualitas, serta dapat melakukan 
evaluasi kegiatan yang tersusun dalamLaporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) dan Profil Kesehatan KabupatenLombok Barat. 
Profil Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 disusun 
untukkepentingan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dan memuat 
berbagai datatentang kesehatan yang meliputi; keadaan derajat kesehatan 
masyarakat, upayakesehatan dan sumber daya kesehatan. Profil Kesehatan 
juga menyajikan datapendukung lainnya seperti data kependudukan, 
pendidikan, keadaan saranakesehatan, keadaan lingkungan dan 
sebagainya. Semua data tersebut diukurberdasarkan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) untuk menggambarkan tingkatpenyelenggaraan pelayanan 
kesehatan. 
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Kabupaten Lombok Barat harus mengatur pengelolaan sampah 
dengan tepat dan cepat dengan penggunaan teknologi yang ramah 
lingkungan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dari 
berbagai penyakit. Terdapat dua metode pembuangan sampah, yaitu: 
a. Metode yang tidak memuaskan 
1) Pembuangan sampah yang terbuka (open dumping) 
2) Pembuangan sampah di dalam air (dumping in water) 
3) Pembakaran sampah di rumah-rumah (burning on premises)  
b. Metode yang memuaskan 
1) Pembuangan sampah dengan item kompos (composting) 
2) Pembakaran sampah melalui incinerator 
3) Pembuangan sampah dengan maksud menutup tanah secara sanitair 
(sanitary landfill) 
4) Mengurangi sampah dari sumbernya 
5) Memanfaatkan sampah menjadi sumber energi yang terbaharukan. 
Kabupaten Lombok Barat masih menggunakan metode yang tidak 
memuaskan sehingga pengendalian dan pengelolaan sampah masih belum 
optimal pengaturannya. Sehingga masih banyak timbul penyakit yang 
dihasilkan dari pengelolaan sampah yang kurang baik ini antara lain 
penyakit diare. 
Diare adalah buang airbesar dengan konsistensi lembek, cair 
bahkanseperti air yang frekwensinya lebih sering dari biasanya, pada 
umumnya 3 kaliatau lebih dalam sehari. Kasus diare biasanya terjadi 
peningkatan pada musim kemarau disebabkankarena terbatasnya air bersih 
dan pada saat bulan pertama musim hujankarena sumber air bersih yang 
digenangi air hujan atau air tanah permukaanikut tercemar. 
Target cakupan penemuan penderita Diare yaitu270 per 1000 dikali 
jumlah penduduk dikali 20 %, dimana:  
a. Target cakupan penemuan penderita Diare oleh SARKES adalah: 20%dari 
taget penemuan dan diupayakan tidak ditemukan kematian akibat Diare 
(CFR = 0 %). 
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b. Target cakupan penemuan penderita Diare oleh Kader Diare adalah :90% 
dari target penemuan dan diupayakan tidak ditemukan kematianakibat 
Diare (CFR = 0 %). 
Jumlah kasus diare yang terlaporkan pada Tahun 2017 di 
KabupatenLombok Barat sebanyak 26.669 meningkat dibandingkan tahun 
2015 yakni20.726 orang dan 100% tertangani.Namun dari segi penemuan 
Kasus inimasih dibawah target perkiraan yaitu74 % dari target kasus.Jika 
dilihat dari kondisi puskesmas tertinggi terjadi diwilayah Puskesmas 
Gunungsari sebanyak 2.209 kasus dan kasus terendah di wilayah 
PuskesmasBanyumulek sebanyak 884 kasus.Penanganan diare tidak hanya 
arena faktor lingkungan terkait pengelolaan sampah oleh Pemerintah, 
namun juga karena perilaku hidup dari masyarakat. Olehkarena itu dalam 
penanganannya harus melibatkan program dan lintas sector yang terkait, 
agar kasus diare ini tidak terus meningkat. 
2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok 
Barat dalam Pengelolaan Persampahan 
Masalah pengelolaan sampah merupakan masalah kompleks yang 
untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait, 
yaitu masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 
a. Masyarakat; 
1) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam 
menjaga kebersihan, misalnya: 
a) Membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti jalan, selokan, 
kali, pekarangan kosong, dan lain sebagainya; 
b) Kurangnya fasilitas tempat sampah yang disediakan, seperti 
pekarangan, lingkungan, kendaraan pribadi dan lain sebagainya. 
2) Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, 
misalnya; 
a) Masih tingginya pembakaran sampah di pekarangan dan 
lingkungan sekitar; 
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b) Masih rendahnya upaya pemilahan sampah organik dan 
anorganik;  
c) Masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya 
pengendalian dan pengelolaan sampah; 
d) Penggunaan plastik yang tidak terkendali. 
b. Pelaku Usaha; 
1) Masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi 
bersih dan konsep nir limbah;  
2) Masih rendahnya jumlah industri yang memanfaatkan sistem dan 
teknologi daur ulang; 
3) Masih tingginya penggunaan plastik sebagai kemasan produk yang 
dihasilkan; 
4) Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah 
untuk dijadikan produk dan penghasil energi terbaharukan; 
c. Pemerintah; 
1) Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan 
sampah, baik dalam bentuk kontrak kerjasama, dukungan 
pembiayaan, teknis dan manajemen; 
2) Masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat 
yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, 
dukungan pendanaan, tekni dan manajemen, bantuan fasilitas 
pengolahan sampah dan lain sebagainya; 
3) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang 
terawatnya sarana dan prasarana yang ada; 
4) Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama antar 
Pemerintah Daerah (Kota Mataram) dalam pengelolaan sampah; 
5) Belum terdapat solusi atas permasalahan TPA yang merupakan asset 
dari Kota Mataram;  
6) Masih kurangnya pengendalian dan pembersihan sampah yang ada 
di Sungai dan Laut; 
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7) Belum adanya sistem insentif dan disentif yang terkait dengan 
pengelolaan sampah bagi Pelaku Usaha; 
8) TPA dimanfaatkan sebagai buangan limbah industri dan limbah 
rumah sakit serta bahan B3; 
9) Masih kurangnya penegakan hukum terhadap pelangar pencemaran 
lingkungan, baik Masyarakat maupun Pelaku Usaha. 
Berbagai keadaan di Kabupaten Lombok Barat tersebut di atas, harus 
segara memperoleh solusi yang tepat. Salah solusi dalam menjawab setiap 
permasalahan tersebut adalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Persampahan serta Master Plan Pengelolaan Kabupaten 
Lombok Barat. 
Sebagaimana social budaya tadi, demikian pula dengan perilaku dan 
lingkungan. Perilaku yang dulu menjadi sasaran utama penyuluhan yaitu 
cuci tangan sebelum makan, saat ini sudah baik. Kemudian, yang saat ini 
menjadi sasaran penyuluhan yaitu bebas buang air besar sembangan, karena 
masih banyak masyarakat yang melakukan bebas buang air besar 
sembarangan. Melalui program penyehatan lingkungan yaitu STBM 
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dimana terdapat 5 pilar didalamnya 
yang harus dibangun oleh masyarakat melalui pemicuan dari pemerintah.5 
pilar STBM 
tersebut yaitu: 
a. Bebas Buang Air Besar Sembarangan 
b. Cuci Pengelolaan sampah yang benar 
c. Mengelola limbah cair yang aman 
d. Tangan Pakai Sabun 
e. Pengelolaan Air Minum dan Makanan yang sehat 
Meskipun untuk mencapai desa dengan STBM sangat sulit, namun dengan 
dimulainya desa yang mengdeklarasikan dirinya tidak buang air 
besarsembarangan (Desa ODF), maka paling tidak pilar pertama sudah dapat 
dicapai oleh beberapa desa di Lombok Barat. Ini merupakan titik point untuk 
memulai pilar lainnya didesa tersebut. Tahun 2016 jumlah desa ODF di 
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Kabupaten Lombok Barat yaitu 65 desa (53%) dari 122 desa yang ada di 
Lombok Barat 
Landasan yuridis adalah acuan yang digunakan dalam pembentukan 
Peraturan Perundang-undang. Hal tersebut dimaksud agar dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 dan yang 
lainnya tidak terjadi pertentangan norma. Rancangan Peraturan Daerah 
tentunya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di atasny yang 
terkait. Adapun landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Sampah adalah:  
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan 
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga 
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun 
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/ 
PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana dalam 
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga 
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Pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Barat tergolong menggunakan 
metode yang tidak tidak sesuai standar pengelolaaan persampahan sehingga 
pengendalian dan pengelolaan sampah masih belum optimal pengaturannya. 
Sehingga masih banyak timbul penyakit yang dihasilkan dari pengelolaan 
sampah yang kurang baik ini antara lain penyakit diare. Kendala yang 
dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat cukup komleks, karena 
melibatkan semua unsur yang ada di Kabupaten Lombok Barat, seperti: 
masyarakat, Pelaku Usaha, dan Pemerintah.  
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